
1. Undang-Undnng Nomor 28 Tabun 1959 rentang
Pembenlukan Daerah Tingkat II dan Kotaprnja di
Surnutera Selatan (Lcmbaran Negara Rcpubllk Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tamballan Lembaran Negan.
Rcpublik Indonesia Nomor 1821);

2. Ondang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Berslh dan Sebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Rcpubllk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Talllbaban
Lemba...an NegaraRcpublik IndonesiaNomor3851);

a, bahwa dalum rangka mcningkatkan pelayanan kcpada
masyarakar di bidang periJinan daIam ....mgka
mengoptimaikan dan memperluas kcwcnangan yang
dilaksanakan oleh Kantor Pelayannn Perijinan Tcrpadu.
maka perlu mclimpahkan beberapajews perijinan- baru
yang belum diakomodir oleh Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kota Palembang;

b. bahwa pellmpah kewenangan beberapa perijinan bam
kepada Kantor PcJayanan Perijinan Terpadu Kota
Palembang dilaksanakan. dalam rangka penataan dan
pengembangan mekanisme kontrol yang efektif serta
efisien untuk men.ingkatkan pelayanan publik sesuai
keburuhan dan harapan masyarakat;

c. bahwa PeraruranWalikota Nomor30 Tahun 20 10tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan
dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan
l'erijinan Terpadu Kota Palembangperlu diubah kembali
guna disesuaikan dengan pe:rkembangankeadaan;

d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf I) dan .huruf C, perlu
menetapkan Peraturan Walik013 Palcmbang tentang
Pcrubaban Kedua Mas Pernturan Walikota Palcmbang
Nomor 30 Tabun 2010 tentang Pelimpahan Scbagian
Kewenangan ill Bidang Perijinan dan Non Perijinan
K~padaKcpaJaKantor PelayananPerijinan Terpadu K013
Palembang:

Mcngingat:

Menimbang:

WALIKOTA PAi.EMBANG
PROVINSISUMATERASELATAN

PERATURANWALIKOTAPALEMBANG
NOMOR 39 TAHUN2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANWALIKOTAPALEMBANG
NOMOR30 TABUN2010TENTANGPELIMPAHANSEBAGIANKRWE;NANGAN

Dr BfDANGPERIJINAN'OliN NONPERIJINANKEPIIDAKEPALAKANTOR
PELIIYANIINPERIJINANTERPAOUKOTAPALEMBI\NCl

DENGANRAHMATTUBANYANGMAHA£SA

WAI,IKOTAPALEMBANG.



Melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Perijinan
dan Non Pcrijinan yang dllaksanakan oleh saruan Kelju
Pcrangkal Oaerah Teknis kepada Kopala Kalllor
Pclaynnan Perijinan Terpadu Ko18 Palemban& dengan
jenis perijinan terdiri dari:
a. Kelcrangan Rencana KOla;
h. SUTUIPernyataan Pcngelolaan Lingkungan;
c. Keterangan Hygicnis dan Sanltasi;
d. Ijin Pemanraalan Rawa;
e. !Jln Operaslonal Biro Joss Rcklam~i
t. Ijin Penyelenggaraan Reklamc;
g. Ijin Mcndirikan Bangunan (1MB);
h. IJln OUligguan:
i. Tanda OaItar Usaha l'ariwissta (TDUPI;
j. tiin Usaha lndustri (lUI;

Pasa! 1

I'asaJ I

Beberapa keteruuan dalam Peraturan Walikota tcntang
Perubahan Kedua fltas Peraturan wankota Palembaog
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian
Kcwenangan ell Bidang Perjinan dan Non Perijinan
Kepada Kepala Kanter Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Palernbang, dlubah sebagai berikut:

I.KClenlUan dalam Pasa! I diubah sehtngga Pasa! I
bcrbunyi sebagai berikut:

PERATURANWALIKOTA TENTANG PERUBAIIAN KEDUA
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 30
TAHUN 2010 TENTANG PEI.IMPAHAN SEBAGtAN
KEW~;NANGI\N DI BLDANG PERIJINAN DAN NON
PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIJtNANTERPAOUKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan Publik [Lembaran Ncgara Republik Indonesia
I'ahun 2009 Nomor 112, Tambahnn Lembaran NegR1"8
Rcpublik Indonesia Nomor 50381:

4. Undang-Umlang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemcrintahan Dnerah (Lcmbaran Negara Rcpubllk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebaaalmana
telah diubah bebcrapa kali, terakhir dcngan Undang­
Undang Nomor 9 Tallun 2015 tcntang Perubanan Kcdua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembarnn Negam RepubUk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Pcraturan Dacrah Kala Palembang Nontor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemenntahnn xora Palembang
[l.embaran Daerah Kota Palcmbang Tahun 2008
Nomor6);

Mcnetapkan:



k. Tanda Oallar Perusahaan (TOP);
I. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
m. Ijin Pcmakurnan dQ11Pengabuan .Jenazah;
n. !jin Pcnyetcnggaraan OptikaJ;
o. Ijin Pcnyelenggaraan Apctik;
p. Ijin PenyclcnggaraanToko Obat;
q, Ijln Sarana I'clayanan Kesehntan Bidang Mcdik Dasar;
r. Ijin Praktik Apotckcr:
s, Ijill Tenuga Teknls Kcfarmasian:
t. Ijin Praktik Bidan;
u. IJln Praktik Perawat;
v, Ijin xerja Perawat Gigi;
w, Ijin Usaha Perikan311;
x. tiln I'cmotongan Hcwan;
y. tiln Pemanfaatan JaJan Kala Utilitas;
z, Ijin Pemhungan Limbah CW;
aa, Ijin Usnha Jasa KOflLruksi (IUJKI:
bb. Ijin Trayck;
cc, Ijln Penyelenggaraan PrakLCkDokter dan Doleter Gigi;
dd. !jin Panti Pijat Urut Tradisional (PPUTJdan Panti

Pijat Uru; Modem (PPUM);
ceo Ijin Salon KccanUkan dan Pemangkas Rambut;
fT. Rekomendasi umuk Ijin Pembangunan Pelabuhan

Pengumpan Lokal;
gg. Rekomcndasi umuk Ijin Pembangunan Pclabuhan

Sungai dan Danau;
hb. Rekomcndasi untuk ljin Pembangunan Pelabuhan;
II. Rekomcndasi untuk Ijin Pengoperasian Pclabuhan;
jj. R<:komendasi untuk PeogeJolaan Terminal Khusus

umuk Kcpentingnn Sendiri;
kk. Rekomendasl unruk !jln Salvage dan PekCljaan

Bawah Air;
11. Rckomcndasi untuk Ijin Penggunaan P~rairan

Pelabuhan;
mm. Rekomcndasi Pcmakaian Badan .Jalan;
no. Ijin Penylmpanan Kendaraan/PooI;
00. Ijin Insidentll; dan
pp. Ijln Oispensasi;
qq. Ijin Pengedaran dan Penjualan Minuman Aerakohol

pada ternpat-tempat tcncmu:
IT. Tanda Daftar' Gudang;
ss. SUNILTaoda I'endRftarao PendRftaran WaraJaba;
u. IJII1UW'Q Pusat Pcrbelanjaan dan Ijin Usaha Taka

Modcm.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ditambah I [satu] huruf
yaitu huruf e schingga Paw 2 bcrbunyl scbagat
berikut:

(3). Perijinan tertentu sebagaimana dimaksud
padn RY"I (2) mellputl:
a. Perijinnn untuk Pendirian Hotel Blntang 3

(tiga) keatas:
b. Perijinan untuk Pendirfan Rumah Saleh:
c. PerlJlnan uniuk Pendirian Pusat Perbeianjaan

Skala Oesar (MALL);



Diurulangkan di Palembang
pad" Ulnggnld-4 A9"Sn<S 2015SEHS DAERAHKOTAPAI.EMBANG,

~iR~~ :;:;~ KOTAPALEMBANGTAHUN 2015 NOMOR 39

HARNQJOYO

Ditetapkan dif;muang
pada tanggaJ "'0hTtt' 2015
Pil. WALIKOT PALEMI3I\NG.

Agar setiap orang mcngetahuinya. rnernerimahknn
pengundangan peraturan ini, dengan pcnempatannya
dalam Berita Daerah KOla PaJembang.

Peraturan Walikola Ini mula! berlaku pada tanggal
dlundangkan

PasaiU

d. Perijinan untuk Penerbitan Ijin Usaha
lndustri Skala Menengah:dan

e. Pcrijinan dan rekomcndasi untuk
Pcnerbltan Ijin Pembangunan, I'cngoperaslan
Pelabuhan Sungai dan lJanau (Pclauuh8Jl
Khusus Regionaldalam DaerahJ.


